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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diperoleh kesimpulan terkait dengan analisis pengaturan delik penghinaan 

Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai simbol negara yakni 

pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dibentuk dengan mempertimbangkan 

hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, Putusan MK Nomor 013-022/PUU-

IV/2006, dan status Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala 

Pemerintahan agar pasal tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk tetap 

berdemokrasi dan sekaligus dapat melindungi Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang 

dapat diberikan, yaitu: 

1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat: DPR dapat memberikan ketentuan 

yang lebih rinci terkait pengertian kritikan dan perbedaan dengan 

penyaluran ekspresi kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.  
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2. Untuk Masyarakat: masyarakat dalam menyelaraskan pemahaman 

terhadap pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dapat mengikuti 

sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang dimana sosialisasi 

tersebut akan melibatkan dosen hukum pidana, pakar kriminologi, dan 

pakar lainnya yang terkait dalam pasal-pasal UU No.1 Tahun 2023 untuk 

membahas dengan rinci setiap isi pasal UU No.1 Tahun 2023.  
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